SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR B4 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang @  a. bahwa dalam  rangka ~— mendukung pelaksanaan
penyederhanaan birckrasi yang optimal di hngkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaarn
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penvederhanaan Struktur Organisasi pada
[nstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tabun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Momor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, sehinpgga perlu
dicabut dan diganti,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Keria pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomoer 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembentukan



Daerah Tingkat I Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
27373

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor B373);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 lentang

Penetapan Mulal Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

Istimewa Yogvakarta,

_Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1976 tentang
perluasan  Kotamadya Daerah Tingleat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Momor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tenlang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
3016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6404);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah MNomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8477}

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nemor 17 Tahun 2021 tentang
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Menetapkan !

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomaor 223);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhaan Strukiur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal [Lembaran dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Momor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor B
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpgin

pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan dacrah etonom,

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daecrah Kabupaten
Kendal,

S  Peraturan Daerah adalah Peraturan Dacrah Kabupaten
Kendal.
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6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
selanjutnya disebul Dinas adalah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudulan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai
negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapal tujuan organisasi,

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannva.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1] Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
yvang menjadi kewenangan Daerah.

(2] Dinas dipimpin Kepala Dinas cleh Kepala Dinas yang
herkedudulkan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yvang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan  kebijjakan di bidang kependudukan dan
peneatatan sipil;
&



(1)

pengorganisasian dan pelaksanaaan kebijakan dibidang
kepedudukan dan pencatatan sipil;

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kkebijakan
kepedudukan dan pencatatan sipil;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kepedudukan
dan pencatatan sipil;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
kepedudukan dan pencatatan sipil;

pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepedudukan
dan pencatatan sipil;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di
bidang kepedudukan dan pencatatan sipil;

BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. HKepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

LI =3

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
g, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB 1V
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal &

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai rincian
[Lgas:

a.

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan  perundang
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagal pedoman pelaksanaan tugas,
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membagi t(ugas bawahan sesuami dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis puna kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkail baik wvertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

merumuskan  kebijakan teknis wurusan pemerntahan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di
Dacrah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tagas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan
perumusan kebjjakan teknis serta pedoman pelaksanaan
tugas,

menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, supervisi,
pengawasan dan pengendalian kegiatan di  bidang
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Bipil sesuai
peraturan  perundang-undangan agar kinerja Dinas
mencapai target yang telah ditetapkan;

menvelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
peninglatan kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur [SOP) dalam
penyelenggaraan kegiatan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyvelenggarakan kegiatan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai program dan kebijakan yang telah
ditetapkan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota yvang
menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil
scsual peraturan perundang-undangan;

menerbitkan dan menandatangani surat-surat terkait
kependudukan dan pencatatan sipil sesual peraturan
perundang-undangan;

memfasilitasi pelayanan pengaduan el bidang
kependudukan dan pencatatan sipil dan merumuskan
upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang
diajukan pemohon;

. mengelola dan  mengembangkan  sistem  itformasi
administrasi kependudukan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak
lanput;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan

maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi;
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mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran Kkerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sankesi;

menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sckretariat
Pasal 7

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretans yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas,

Selretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam pErUImuUsan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan,
umum, kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padsa
ayat [2), Sekretariat mempunyal fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan,

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretanatan;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  kepiatan
kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], Sekretaris Dinas
mempunyai rincian tugas .

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
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lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang berkaitan dengan keglatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungs
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesual
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja [Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja {PK)
dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan vang berlaku;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan  Pertanggungawaban  Bupat  (LKPRJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi
Kinerja Pembangunan Dacrah (ERPD), Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF), Pengendalian
Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya
sesuai dengan ketentuan vang berlaku,

mengelola sistem Informasi dan data Dinas sesual
dengan ketentuan yang berlaku agar dipereleh
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

menyelengearakan pelayanan  administrasi  umum,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan,
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan/perbekalan, perngamanan kantor,
kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan
aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan
penerimaan kunjungan tamu Dinas;

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

. mengoordinasikan dan memiasilitasi  penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja,
survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

&



. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dar
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

o, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian

arogram keria vang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjuat;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kena bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
permnberian penghargaan dan sanksi,

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta
untuk menghindari penyvimpangan; dan

s, melaksanakan tuges kedinasan lain dari pimpinan
scsuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pagal 8

(1] Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a, Subbagian Umum dan Kepegawaian,
b. Subbagian Keuangan;

c. Sub Koordinator Perencanaan,

(2] Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a
b, dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanpgung jawab kepada Sekretaris;

(3) Sub Koordinator Perencanaan sebagmimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdifi atas kelompok jabatan
fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalin Sekretaris;

(4] Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1
huraf ¢ mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

(1] Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2] Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris dalam penylapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pengeordinasian, pem binaan,
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pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan [fasilitasi
kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan,
kehumasan, perpustakasn, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, [asilitasi
kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyail rincian ugas |

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya scbagal pedoman pelaksanaan (Egas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan  perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompectensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d, melaksanakan koordinasi dan konsultasi denpgan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

e. menelash dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g, melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,  secria
penpgelolaan asct tetap dan asct tidak tetap;

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasar masyarakat, standar pelayanan seria
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

i, merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan
barang dan jasa untuk keperluan Dinas scria
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset fidak
berwujud dan barang persediaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja vang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE] Daerah dalam
rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

k., melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan asel semesteran dan tahunan untuk terLily
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administrasi serta melalcukan pEngawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak
tetap agar dapat digunakan optimal;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan ndang
kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara
file / dokumen kepegawaian seluruh pegawal Dinas guna
terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

m, menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/ pensiun,
pembuatan kartu suamij/isteri, tabungan ASuUTAnSi
pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan  (diklat)/bimbingan teknis [(bimtelk), dan
urusan kepegawaian lainnya;

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan
sarana, akomodasi, dan protokeler dalam Lkegiatan
rapat-rapat maupun penerimasn Kunjungan lamu
Dinas;

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan  kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan
kantor vang tertib, bersih, aman dan nyaman;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOF) kegiatan Subbagian Umum
dan Kepegawaian;

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara
mengukur pencapalan program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

r, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian apgar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
gesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
Paragraf 2
Subbagian Keuangan
Pasal 10

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(2] Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
aval (1) mempunyai tugas meclaksanakan sebagian tugas

G
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Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
penpendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang administrasi keuangan.

(3] Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai rincian
tugas :

a.

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Keuangan  berdasarkan  peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melaho penglajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagl tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan keordinasi dan keonsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untulk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
ginkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelash  dan  mengkaji  perataran  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menytapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya puna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan
dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan,
pembukuan, dan pelaporan pertanggungiawaban
keuangan,

menghimpun dan memproses usulan pencairan
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan
UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

menyiapkan bahan dan tmengoordinasikan proses
administrasi keuangan melalui aplikasi  sistemn
informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan
bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat
pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan
Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan

anggaran dengan cara membandingkan laporan
perkembangan  realisasi  belanja dengan  rencana
pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
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. melaksanakan verifikasi terhadap berkas [ dokumen
pertanggungiawaban keuangan pelaksanaan kegiatan
guna menghindari kesalahan serta memberikan korelcs:
PEMVEMPUTTIEETE,

m, menyiapkan bahan dan  menyusun laporan
pertanggungiawaban  keuangan Dinag serta jenis
pelaporan keuangan lainnya;

n., menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut
hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur (SOP)  kegiatan Subbagian
Keuangan;

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Keuangan dengan cara  mengukur
perncapaian program kerja yang tclah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi,

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan transparans
pelaksanaan kegiatan;

s, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scria untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 11

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh
Kepala Bidang wang berkedudukan di bawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fugas
melaksanakan sebagian fugas Kepala Dinas dalam
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaar,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Pelayanan Pendaftaran Fenduduok
memplnyai fungsi :
a, perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaltaran
penduduk;
d
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b, penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran
penduduk;

c, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksansan kegiatan
pelayanan pendaftaran penduduk;

d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegatan
pelayanan pendaftaran penduduk;

e, pengelolaan dan  fasilitasi  kegiatan pelavanan

pendaftaran penduduk;

f. pelaksanaan pelayanan, penerbitan dan
pendokumentasian  hasil pelayanan  pendaftaran
pendudul;

a. pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan kegatan
pelayanan pendaftaran penduduk; dan

h, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala
Dinas di bidang pelayanan pendaftaran pendudule.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kcpala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian
tugas :

a. menyvusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan  peraturan  perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinyan serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
fugas;

d. melaksanaken koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmomesasi pelaksanaan tugas,

e. menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vyang berkaitan dengan kegiatan di
bidang identitas penduduk dan  pindah datang
pendudulk;

g, melaksanakan pembinaan umum dan teknis di bidang
pelayanan pendaftaran penduduk;

h, menyélenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk,
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan
pendokumentasian  hasil pelayanan pendaftaraan
penduduk yang meliputi perekaman penduduk, biodata

4
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penduduk, Nomer Induk Kependudukan (NIK}, Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik
(KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA|, serta surat
keterangan kependudukan lainnys;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (S0P} kegiatan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Pendudulk;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kepiatan Bidang Pelavanan Pendaftaran Penduduk
dengan cara mengukur pencapaian program Ketje yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan keglatan;

. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian asgar kegiatan berjalan lancar serta unfuk
menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Fasal 12

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) hurul

¢, terdiri atas kelompok jebatan fungsional yang terbagl

atas dua sub koordinator.

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

terdir atas :

a. Sub Koordinator Identitas Penduduk;

b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan
Penduduk;

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2],

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalul Kepala

Bidang Pclayanan Pendaftaran Pendudulk.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

huruf a dan huruf b mempunyai tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I vang merupakan baglan

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
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Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pagal 13

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, cvaluasi, dan

pelaporan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunya

fungsi ;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
pencatatan sipil;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pelayanan pencatatan sipii;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang pelayanan pencatatan sipil;

d. pengelolaan dan  fasilitasi  kegiatan pelayanan
pecncatatan sipil;
e. pelaksanaan pelayaran, penerbitan dan

pendokumentasian dokumen pencatatan sipil;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pelayanan pencatatan sipil; dan

g, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3), Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang
Pelayanan  Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjebarkan perintah pimpinan melalii pengkajian
permasalabhan dan peraturan  perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektl dan efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan batk secara
lisann maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
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e. menelaah dan  mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menvigpkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kelahiran, perubahan status anak, dan kematian dan
perlkkawinan, perceraian, dan perubahan  status
kewarganegaraan;

g. melaksanakan pembinaan umum dan telnis di hidang
Pelayanan Pencatatan Sipil;

h. menyelenggarakan  pelayanan, penerbitan  dan
pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil,
dan surat-surat keterangan catatan sipil lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku;

i. melaksanalkan penyuluhan terhadap pelaksanaan
kegiatan pencatatan dan penerbitan Akta-Akta Catatan
Sipil;

j. memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihak lain
mengenai informasi arsip/register pencatatan sipil;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijjakan tindak
lanjut;

|, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam ranghka peningkatan kanr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

m. menyusun laporan pelaksanaan kepgiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

n. menyampaikan saran dan  pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pazal 14

(1) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatar Sipil
sehagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) hurul d, terdiri atas
kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas dua sub
koordinator;

(2} Sub koordinator, scbagaimena dimaksud pada ayat (1},
terdirl atas :

a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian;
b. Bub Koordinator Perkawinan, Perceraian, dan
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;

5
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(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2),

berlanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

(4] Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huraf a dan huruf b mempunyat tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kelima

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

(1)

12)

(3]

()

Pasal 15

Bidang Fengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanalkan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasarn, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;

¢c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

d. pengelolaan dan fasilitasi keglatan pengelolaan
nformasi administrasi kependudukan yang meliputi
S15TEm informasi adminisirasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan kegiatan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ocleh Kepala
Dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi
kependudukan,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3}, Kepala Bidang
Pengelolaan  Informasi  Administras Kependudukan
mempuanyal rincian tugas :

A menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

6



&Y

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangika
ginkronizasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan menpkaji peraturan perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagai banan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
Pengelolaan Sistem [nformasi Administrast
Kependudukan dan Perubahan Date Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelalaan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan tata kelola sumber daya manusia,
teknologl informasi dan komunikas:;

melaksanakan pengelolaan informasi kependudukan
yang meliputi  sistem  informasi  administrasi
kependudukan, pengolahan  dan penysjian data
kependudukan tata kelola sumber daya manusia,
teknologi informasi dan komunikasi;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku Rerja
sestial ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai denpgan tugas dan fungsi unit kerjanva,

0
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Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal
5 ayat (1} huruf e, terdiri atas kelompok jebatan fungsional
yang terbagi atas dua sub koordinator;

(3] Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdirl atas
a. Sub Koordinator Informasi Administrasi Kependudukan;
b. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Daita

Kependudukan;

(3] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudulkan;

{4} Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b mempunyai tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keenam
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Pasal 17

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin
oleh Kepala Bidang yvang berkedudukan di bawah dan
bertangeung jawab kepada Kepala Dinas.

(2] Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan [novasi Pelayanan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, [asilitast, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan data
administrasi kependudukan;

(3] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2], Bidang Pemanfaatan Data dan [novasi Pelayanan
mempunyal fungsi:

a, perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan
data dan inovasi pelayanan administrasi kepndudukan;

b. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
lkependudukan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  kegiatan

1
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pemanfaatan data dan dokumen Kkependudukan,
kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan, dan

f, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3}, Kepala Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai
rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kepiatan tahun scbelumnya schagat pedoman
pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan scsual lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menylapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang Penatausahaan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Pemanfaatan Data Dokumen dan
dokumen kependudukan;

g, menyiapkan dan melaksanakan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama  serta Inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Pemanfastan Data dan Inovasi
Pelayanan dengan cara mengukur pencapaian program
kerja vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kehijakan tindak lanjut;

i, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja  bawahan
berdasarkan saseran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan larir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan schagai wiijud akuntabilitas dan

¢
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transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian apar kegiatan berjalan lancer serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesugi dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1)

huruf §, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang

terbagi atas dua sub kogrdinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

terdiri atas :

a. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan,

b, Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen
HKependudukan;

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruaf b mempunyai tugas scbagaimana

tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGESIONAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan sesual dengan kebutuhan dan mempunyai
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu sesual peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Dinas, Kepala Bidang, Sckretaris yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
Pejabat Fungsional jenjeng keterampilan dan jenjang
keahlian,

Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan hasil gnalisis jabatan dan analisis beban
kerja.

&
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Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pa=zal 20

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan  pelayanan  fungsional = yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang
dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu
dan/atau tim kerja.

Pasal 21

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompok,

Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok
schagaimana dimaksud pada ayat 1) dengan membentuk
Tim Ketja.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dapat
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkal
Daerah tersebut atau dari luer Perangkat Daerah.

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan olch Kepala Perangkat Daerah.

Pagal 22

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit
organisasi,

Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk

meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

Kepala Dinas dalam  melaksanakan  tugasnya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organsasi di  lingkungan
pemerintah dacrah serta instansi lain di luar pemerintah
daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib  mengawasi
bawahannyva masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] terjadi penyimpangan, pimpinan
unit organisasi mengambil langkah-langkeh yang
diperlukan sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikutl dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Linit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
vang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan pengendalian kegatan, sctiap
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

Sub Koordinator sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditanjuk.

Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris dan
Kepala Bidang dalam menyusun  perencanan,
pelaksanaan dan  pengendalian, pemantauan dan

&
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evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada uml kerjanya
zesuai linglkup tugas dan fungsinya.

[4) Pada pejabat pengawas yang tidak disctarakan, maka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit kerja masing-
Masing.

BAB VII
KEPEGAWALAN

Pasal 25

Jenjang  jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal 26

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
dianglkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja,

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu] tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan,

BAR VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Paszal 28

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat
Fungsional.

(2] Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat [k
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan
Pejabat Fungsional sesual dengan kompetensi yang
bersangkutan.

(3} Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.

&
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Pagal 29

(1) Dalam hal terjadi kekosengan Sub Koordinator, Kepala
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan
berasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

(2] Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapatl
pejabat  fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi vang dibutuhkan,

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator
vang berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Ke pala
Dinas mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui
perangkat daerah yang menangani kepegawaian,

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dima ksud dalam
Pasal 28 dan Pasal 20 disamping memperhatikan kesesuaian
bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan
persyaratan administrasi, kesesuaian Kompetensi,
kebutuhan  jabatan, kinerja, pengalaman penugasan,
integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 31

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 32

(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris
dan Kepala Bidang dalam penyusunan Tencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit
kerjanya masing-masing.

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Sub Koordinator memptnyal  tugas
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan
Fungsional sesual bidang tugas dan fungsinya,

(3] Sub Koordinator dapat dibert tugas melakulian penilaian
kinerja terhadap pclaksanaan tugas Pejabat Fungsional
sesuai bidang tugas dan fungsinya sesual peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

P
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Unit Pelaksana Tekniz Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin eleh kepala vang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupat.

BAE IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pa=zal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pejabal Pengawas yang dilantik berdasarkan 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Bupat Nomer 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Kendal Momor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berlaku ketentuan

schagal berikut !

a. terhadap Pejabat Pengawas vang tidak dilakukan
penyetaraan jabatan ke dalam jabatan Pungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi,
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Bupati im;

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalu, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang bdak

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional

dalam rangka penyederhanaan struktur organisas
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang bersanghkutan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan [ungsional

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, melaksanakan
tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah
Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;

5



Diundangkan di kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap tid
MOH TOHA
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b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi schagaimana dimaksud pada huruf 2, maka
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi
Sub Koordinator.,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 35

Pads saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, scrta
Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
20156 MNomor 51 Seri D No. 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 101
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor
101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2041

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 54
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGEI, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS KEPENDUDUEAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL

Sekretarnat

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas :

&,

.

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tabun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
benalan efelktif dan efisien;

membagi tupas bawahan sesuail dengan jabatan dan kompetensinya
gserta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka gsinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menecleah dan mengkajl peraturan perundang-undangen  sesuas
lingkup tugasnya sebapgai bahan atau pedoman untuk melaksanakan

kegatan;

menviapkan bahan penyusunan petunguk teknis, petanjuk
pelakeanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tupasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program
kerjatan darl masing-masing seksi, subbagian dan UPTD sesusl
dengan ketentuan yang berlaku guna menghindar kesalahan;

menyiapkan bahan dan menvusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA}, Dokumen Pelaksanaan Angsaran (DPA} serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan;

menyiapkan bahan dan menyusun keonsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah [RPJMD], Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IkU}, Perjanjian
Kinerja [PK] dan jenis dokumen perencanaan lainnva sesuai dengan
ketentuan yang berlalou;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perencanaan serta menghimpun
dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur [SOP) vang
disusun oleh masing-masing subbapian, seksi, dan UPTD;

]
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menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi, dan

UPTD scbapai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional
Kegiatan (POK]),;

menyiapkan bahan dan menyusun Konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja [nstansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKFPD),
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian

bimbingan di bidang sistern informasi dinas;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perencanaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesual ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Koordinator Identitas Penduduk mempunyai tugas :

.

menyusun rencana  dan  program  kegiatan Seksi [dentitas
Penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

cvaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman  pelaksanaan
tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agaer pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

haik wvertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi,
masulkan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisast
pelaksanaan tugas;

_ menelash dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kepgiatan;

menyelengzarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk, penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk dan pendokumentasian hasil
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pelavanan pendaftaran penduduk wyang meliputi perekaman
pendudulk, Biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronile, Kartu ldentitas Anak
dan surat keterangan kependudulkan lainnya;

h. melaksanakan perhitungan perkiraan proyeks: kependudukan
terhadap permintaan pelayanan dan penerbitan  dokumen
Pendaftaran Penduduk, perekaman penduduk, Biodata penduduk,
Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga, Rartu
Tanda Penduduk elektronik, Kartu Identitas Anak dan sural
keterangan kependudukan lainnya,

i. melaksanakan pembinagn dan  koordinasi, serta melakukan
identifikasi, analizsis dan penvelesaian masalahan yang berkailan
dengan pelaksanaan pelayanan dan  penerbitan  dokumen
pendaftaran penduduk;

j. mengembangkan metode-metode, prosedur kerja dan kegatan
lainnya yvang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tangaung
jawabnya;

k. melaksanaksn pelayanan jemput bela terhadap dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil ;

|. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Scksi  [dentitas Penduduk untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

m. melaksanakan penpgendalian, pemantsuan dan evaluasi pelayanan
dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, Kartu Identitas Anak dan surat Keterangan
kependudukan lainnya,;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanks:;

0. menyvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntakbilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian apar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan,; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai

tugas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Scksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangarn
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkejian permasalzshan

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan cfisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan meaupun tertuhs guna
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kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
bailke vertikal maupun horisontal untulk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
linglkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendulung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

g, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pindah datang dan
pendataan penduduk serta penerbitan surat keterangan pindah
datang penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya;

h. melaksanakan  perhitungan perkiraan  proyeks kependudukan
terhadap permintaan pelaksanaan pelayanan pindah datang dan
pendataan penduduk;

1. menyiapkan konscp surat keterangan pindah datang pendudul;

j. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pindah dating dan pendataan kependudukan;

k. melaksanankan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan
surat keterangan pindah datang dan hasil pendataan peaduduk
serta surat keterangan kependudukan lainnya;

|. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kepiatan pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan
Penduduk untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Qeksi Scksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

0. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan keglatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan meupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

2ub Koordinator Kelahiran dan Kematian mempunyail tugas :

4, menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kelahiran dan
Kematan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagat pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

&
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berjalan efekifl dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

baik vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskash dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan pelayanan pencatatan, penerbitan kutipan Alkta

Kelahiran, Akta Kematian dan pendokumentasiannya sesual dengan
kerentuan yang berlako;

. merumuskan persvaratan untuk memperoleh akta kelahiran dan

Akta Kematian;

memverifilkasi persyaratan permohonan penerbitan akta kelahiran
dan Akta Kematian.

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihek lain mengenal
informasi arsip/register akta kelahiran dan akta kematan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan terhadap

pelaksanaar kegiatan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta
Kelahiran dan Akta kematian,
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional

Prasedur (SOP) kegiatan pada Seksi Kelahiran dan Kematian untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantausn dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Scksi Kelahiran dan Kematian dengan cara mengukur pencapaian
program  kerja  vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan lkajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua: dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak
dan Pewarganegaraan mempunyai tugas |
a. menyusun rencena dan program kegiatan Seksi Perkawinan,

Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi

¥
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kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
gerta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka =sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

. menelagh dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan atan pedoman untuk melaksanakan
kegaran;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanasn kegiatan;

melalcsanakan pelayanan pencatatan, penerbitan kutipan Akta
Perkawinan, Akta Perubahan Status Anak, pencatatan gantif
peralihan nama, pembatalan perkawinan dan pendokumentasiannya
sesual dengan ketentuan vang berlakua;

merurmuskan persyaratan untuk memperoleh akta perkawinan,
perceraian, dan  Perubahan  Status Anak dan  Status
Fewarganegaraan;

memverifikasi  persyaratan  permohonan  penerbitan  akta
perkawinan, perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Status
Pewargancgaraar;

melaksanakan pelayanan peneatatan dan penerbitan kutipan Akta
Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihak lain Mengenat
informasi arsip/register akta perkawinan, — perceraian,  dan
Perubahan Status Anak dan Status Pewarganegaraan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan terhadap
pelaksanaan kegiatan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta
Perkawinan, Akta Perceraian dan Perubahan Status Anak dan
Starus Powargancgaraan,

. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan doltumen terhadap

repister Akta-akta Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perceralan
dan Perubahan Status Angk dan Status Pewarganegarasan;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Scksi Perkawinan, Perceraian, dan
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindalk
lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
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sasaran keérja pegawal dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
mervusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan schaga
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan funpgsi unit kerjanya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Koordinator Informasi Administrasi Kependudukan mempunyal
tugas .

i.

k.

menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efeldaf dan efisien;

membag tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kempetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

_ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

baik vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
komatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk feknis, pétunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan

sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknolog
informasi dan komunikasi serta sumberdaya manusia teknologs
informast dan komunikasi;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP] kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Qeksi Sistemn Informasi Administrasi Kependudukan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
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.

menyampeaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit Kerjanya.

49 Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
mempunyal tugas :

B,

Il

menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sehelumnya sebagar
pedoman pelaksanaan tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalu: pengkajian permasalahan

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan fugas
berjalan efektif dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik

vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menclagh dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual

lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dines sesuai lingkup tugasnysa guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data,

penataan tertib administrasi kependudukan dan pelaporan di bidang
perkembangan penduduk dan pencatatan sipil;

. melaksanakan pencatatan tertib administrasi melalui pengumplalan,

pengolahan, evaluasi den pemutakhiran data perkembangan
penduduk dan pencatatan sipil;

melaksanakan verifikasi dan validasi perubahan data kependudukan
dan pencatatan sipil;

melakeanakan koordinasi yang berkaitan dengan perubshan data
kependudukan dan pencatatan sipil;

.melaksanakan perubahan data penduduk yang mengakibatkan

terjadinya perubahan struktur Nomor Induk Kependudukan [NIK)
berdasarkan keputusan pengadilan seperti  perubahen nama,
perubahan tanggal kelahiran, dan perubahan jenis kelamin,

. melaksanakan pengolahan, penyajian  data  dan proveksi data

kependudukan dan pencatatan sipil;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Stan dar Operasional
Prosedur (S0P} kegiatan Seksi Pengolahan dan Penvajian Data
Kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publilk;

n. melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi

Pengolahan dan  Penyajian Data Kependudukan dengan cara
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mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja scsuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal

wijud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan

. menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpmnan baik lisan

maupun tertulis berdasarkan kajian apgar kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

 melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

5.  Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
5.1 Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyal tugas

a,

B

h.

s

menyusun rencana dan program kegiatan Selsi Scksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagali pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkejian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinast dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun herisontal untuk mendapatkan informasi, masukan,
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tUgas,

 menclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai

lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

menviapkan dan melaksanakan kerjasama dan inovas) pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

melaksanakan analisa dan kajian terkait denpan kerjasama dan
inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan s1pil;

menviapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seks)
[ erjasama dan Inovasi Pelayanan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijalkan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja. bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku Kerja sesual ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

J



I,

10

menyusun laeporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wjud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik hsan

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serta untulk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuad dengan
tugas dan fungsi unit kejanya.

52 2ub Koordinator Pemanfaastan Dats dan Dokumen Kependudukan
mempunyat tugas :

a. menvusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemanfaatan Data

1.

dan Dokumen Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan lugas
berjalan efektif dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan keordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan mformasi, masukan,
zerta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual
linglup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanalkan
Regilatan;

menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan Lkerjasama pemanfaatan data dan doxumen
kependudukan;

, melaksanakan pembinean pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pihak lain mengenai
informasi arsip/register kependudukan dan pencatatan sipil;

melaksanakan pelayanan administrasi dan legalisasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosecdur (SOP] kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

.mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan

sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
ouu-:i alkuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
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o, menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindan penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesual dengan
magas dan fungsi unit Kerjanya.

BUPATI KENDAL,
Cap tid
DICO M GANINDUTO




